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UNDANG UNDANG PERKAWINAN NO 1 TAHUN 1974

ABSTRAK

Perkawinan merupakan salah satu hal terpenting yang di butuhkan manusia, salah satunya
untuk meneruskan keterunannya. Dalam menjalankan perkawinan Kita juga harus berpatok pada
sebuah peraturan yang berlaku baik secara hukum maupun agamanya masing masing individu.
Adapun syarat dan rukun harus terpenuhi sehingga perkawinan tersebut bisa dijalankan dan
mempunyai kekuatan hukum yang sah. Pada dasarnya perkawinan menganut asas monogami.
Seorang wanita tidak boleh mempunyai dua suami dalam satu ikatan perkawinan yang sah,
namun seorang suami diperbolehkan mempunyai dua istri dalam pernikahannya atau yang di
kenal dengan poligami. Dalam melaksanakan poligamipun harus memenuhi persyaratan yang
sudah di tentukan.

Permasalahan yang dikaji di dalam penelitian ini adalah yang pertama apakah dasar
pertimbangan hakim yang digunakan dalam memutus masalah izin poligami dalam sebuah
perkawinan dan yang kedua adalah bagaimana tinjauan hukum islam dan undang undang
perkawinan terhadap dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara tersebut. Hal ini sangat
patut untuk di kaji karena dapat di gunakan sebagai bahan pembelajaran.

Sedangkan tujuan yang hendak di capai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui apa
saja dasar pertimbangan hakim yang digunakan dalam memutus permohonan izin melakukan
poligami, selain itu juga ingin melihat bagaimana tinjauan putusan pertimbangan hakim tersebut
jika di lihat dari segi hukum islam dan undang undang perkawinan.

Berdasarkan hasil penelitian ini di simpulkan bahwa dasar pertimbangan hukum
memutuskan memberi izin poligami yang disebabkan karena perzinahan ialah dikarenakannya
telah di peroleh persetujuan dari istri-istri untuk melakukan poligami, adanya kepastian bahwa
suami mampu menjamin keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka. Hal-hal tersebut
diatur dalam pasal 5 ayat (1) huruf (a),(b),dan (c), pasal 6 ayat (1) jo pasal 41 huruf (b), (c) dan
(d) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 58 ayat (1) huruf (a) dan (b) dan ayat
(2) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu Majelis Hakim memberikan izin poligami kerena
perzinahan dikabulkan melihat dari aspek sosiologis dan aspek yuridis. Dasar Hakim
memberikan izin Poligami ditinjau dari Hukum Islam ialah, bahwa landasan memperbolehkan
berpoligami di atur dalam Islam adalah ditentukan dalam Al-quran surah An-nisa ayat 3 yang
menentukan dengan,” jika kamu takut tidak dapat berlaku adil terhadap hak-hak wanita yatim
(jika kamu mengawininnya), maka kawinilah wanita-wanita lain yang kamu senangi;dua, tiga,
atau empat. Kemudian jika kamu tidak dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja”.
Dalam hal ini Islam membolehkan menikahi seorang wanita lebih dari satu orang. Hukum Islam
tidak mengatur bahwa zina itu di perbolehkan sebagai alasan untuk poligami. Izin Poligami
berdasarkan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah
Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, dan Kompilasi
Hukum Islam. Izin poligami karena disebabkan zina tidak diatur didalam Hukum Islam dan UUP
dan tidak dibenarkan apabila dijadikan sebagai alasan untuk poligami.
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